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2.1 Pengertian dan Ciri Pzétjak
1. Pengertian Pajak
Pemahaman akan éengeﬁiz;n pajak merupakan hal penting untuk dapat
memahami akan arti pajak itu sendir., banyak definisi atau batasan yang telah
dikemukakan oleh pakar vang pada dasarnva memiliki tujuan yang sama sehingga
mudah dipahami. Pengertién pajak menurut Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat
Soemiiro, S.H., (1990:5). Sf:::tbagai berikut:
“Pajak adalah iuran rﬁkyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(vang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi),
vang langsuag dapat ditunjukan dan vang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum’ .
2. Ciri Pajalk:
Definisi tersebut di;pﬁt diketalni ciri-ciri yang melekat pada pengertian
pajak vaifu : :
a. Pajak dipungu; berdasafkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
b. Sifatnya dapat dipa};sak;m. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan
akan berakibat adanya s;mgsi..

c. Dalam 1;)63:rratb:aq,'sara1".1113/&5 pajak fdsk dapat ditunjukan adanya kontraprestasi

secara langsuny oleh pemerintah.
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d. Pajak dipungut oleh neg:jara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pemungutan pajak nd&k boleh dilakukan pihak swasta vang orientasinya
adalah keuntungan.

¢. Pajak yang djp«;:_runtukaré& bagi pengeluaran-pengeluaran pamerintah, vang bila
dari pemasukannya masih terdapat serplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment.

Buku Pengantar Ilmu Huklé,u'n Pajak, K. Santoso Brotodiharjo, SH. menyitir

definisi dari Prof . Dr. P.J.A Andriani sebagat bertkut:

“Pajak adalah iuran m:».f‘asyamﬁ:at kepada Megara (vang dapat dipaksakan)
teritang oleh yang wajib membavarnya menurut peraturan-peraturan umum
(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan gunanya adaizh untuk membiayal pengeluaran-pangeluaran
umum yang berhubungan dengan tugas Megara untuk menyelenggarakan
Pemeriniahan™. i

Definisi tersebur bersifat ekonorais karena penckanannya pada faktor

peralihan kekayaan dan manf%mt paja%hzggi masyarakat,

2.2 Fungsi Pajak dan Manfzgmt Pajak
1. Fungsi Pajak |

Pajak mempunyai peé_"anan yang sangat peating bagl negara, khususnya
didalam pelaksanaan pembangimaﬂ karena pajak merupakan sumber pendapatan
negara untuk membiavai semtéa pengeluaren termasuk pengeluaran pembangunan.
Berdasarkan hal tersebut makaé pajak mempunyai dua fungsi yaitu:

a. Fungsi Penerimaan ('Budgelé;ir)
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Pajak  berfungsi  sebagai sumber dama vang diperuntukan bagi
pembiayaan pengeluaran  pemeriatah  baik  pengeluaran rutin | maupun
pengehiaran pembangunaén_ Penzrimaan dari sektor pajak makin meningkat dari
tahun ketahun. Sejak tahim anggaran 1992/1993, penerimaan dari sektor pajak
telah mencapai 50% dari% volume pencrimaan APBN, sebelumnva penerimaan
lebih banyak bertumpu p{ada selzor migas. Persentase tersebut terus meningkat
hingga saat ini.

b. Fungsi Mengatur { Rc.gul@;')

Pajak berfungsi sebagai ala: uniuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
dibidang sosial dan ekoné:)mi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang
tinggi terhadap minumaléa keras. schingga konsumsi minuman keras dapat
ditekan. Demikian pula teréhadap baraag mewah dan rokok,

Kedua fungsi tersebut mempakan peran utama pajak. Dalam perkembangannya,

peran tersebut menjadi l_ebih;luas dengan adanva fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi Redistribusi y&it.éu fungs: yang lebih menekankan unsur pemerataan
dan keadilan dalam masj*makaty Fungsi imi terlihat dari adanya lapisan tarif
dalam pengenaan pajak.

b. Fungsi Demokrasi yaituf salah satu penmjelmaan atan wujud sistem gotong
royong termasui kegiata{,n pemerintah dan pembangunan. Fungsi demokrasi
pada saat sekarang S@l‘ilﬁéﬁg dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah
kepada masyarakat kh%lsusnya pembayar pajak. Apabila pajak  telah
dilaksanakan dengan ‘té)aih meka imbal baliknya pemerintah harus

memberikan pelayanan terbaik.
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2. Manfaat Pajak

Perekonomian menéena] sumber-sumber penerimazn  dan  pos-pos
pengeluaran, Pajak merupakzém sumber utama Negara. Tanpa pajak sebagian besar
kegiatan negara sulit untuk d;apat dilaksanakan. Gunanya wiuk meliputi mulai dari
belanja pegawai sampai deéngazz pembiavaan berbagai proyek pembangunan.
Sarana umum seperli jalan;jajan, Jembatan, sekolah, rumah sakit/Puskesmas,
kantor polisi dan lain sebag&éinya. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
memberikan rasa aman bag1 seluruh [apisan masyarakat. Setiap warga negara
mulai saat dilahitkan sampa.;i dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau
pelayanan dari pemerintah y“m}g semuanya berasal dari pajak. Dengan demikian
Jjelas bahwa peranan p@neriné&an pajak bagl pemerintah menjadi sangat dominan
dalam menunjang jalannya road& pemernizhan dan pembiayvaan pembangunan.

Oleh karena i tingicat kepamhan wajtb pajak dalam melaksanakan
perpajakannya secara baik d&n benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya
fungsi pendapatan. Sehingga épada akhirnya keserjangan ekonomi dan sosial yang

ada dimasyarakat dikurangi sécara maksimal.

2.3 Asas Pengenaan Pajak

Terdapat beberapa asas;yang dapat dipaka oleh Negara sebagai asas dalam
menentukan wewenangnya untuk pajak, khususnya untuk pengenaan pajak
penghasilan. Asas utama yaéag paling sering digunakan oleh Negara sebagai

landasan untuk mengenakarn phjak adalzh:
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1. Asas Domisili (Damic.ilé/’residmme principle)
Berdasarkan asas ini Negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yvang
diperoleh orang pribadi atau badan. apabila untuk kepentingan perpajakan orang
pribadi tersebut mempakém pendudukl {resident) yang berdomisili di Negara
tersebut apabiia badan yaﬁg bersangkuian berkedudukan dinegara tersebut,

2. Asas Sumber
Negara vang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu
penghasilan yang diper@leﬁ orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan
yang akan dikenakan pajak itu diperoleh oloeh orang pribadi atau badan yang
bersangkutan dari sumtber-sumber yvang berada di negara itw. Contoh: Tenaga
Kerja asing bekerja di Ihdanesi—a maka dari penghasilan yang didapat di
Indonesia akan dikenakan lé)ajak eleh pemeeniniah Indonesia.

3. Asas Kebangsaaanasim:ﬁaEimsﬁﬁﬁwmganegamm
Dalam asas ini vang réae:njadi landasan pengenasn pajak adalah status
kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan.
Berdasarkan asas ini, t.idalé&lah mengadi persoalan dari mana penghasilan yang
akan dikenakan pajak beafasaj. Seperti halaya dalam asas domosili, sistem
pengenazn pajak berdas;angkm asas. nasionalitas ini dilakukan dengan cara
menggabungkan asas nasiagnaiiim dengan kensep pengenaan pajak atas world

wide iscome.
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2.4 Pembagian Pajak dan Déasar Pengenaan Pajak
1. Pembagian Pajak Mmm‘éut Sasaran atan Objeknya
Pembagian pajak mel,émmi sasaran atau objeknya dimaksudkan pembedaan
dan pembagiannya tmrdasark%m Ciri-Cirl Prinsipy
a. Pajak Subjektif adalah ésuam jenis pajak vang kewajiban pajaknya sangat
ditentukan oleh mnama-;{ama cleh keadaan subjektif subjek pajak walaupun
unfuk menenfukan timbé.xinya kewajiban membayar pajak tergantung pada
keadaan objek pajakn:vaé vang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak
Penghasilan (PPh). Subjeé%i pajak meliputi siapa yang dikenakan pajak yaitu:
1) Crang Pribadi
Kedudukan orang préibadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal
atau berada di Indox}esia maupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak
melihat batasan um.ur? dan juga jenjang sosial, akonomt.
2) Warisan yang beiumé terbagi schagar satu kesatuan menggantikan yang
berhak.
Dalam hal 1m, waéxisan yang helum ierbagi scbagai satu kesatuan
merupakan subjek pmak pengganti. Menggantikan mereka vang berhak
vaitu ahli wars.
3) Badan
Badan sebagai subiej@; paiak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non
usaha yang meliputi Persercan Terbatas (PT), Badan Usaha Mihik Negara
{BUMN) atau Eada§1 Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan

dalam bentuk a;mpuné.
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b. Objek Pajak yaitu suatu jehis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknva sangat
ditentukan pertama-tama :oleh objek pajek. YVang termasuk dalam kelompok
ini adalah Pajak Pertambahan Nila:, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
Kendaraan Bermotor, e:ian lain sebagammya. Dan  mekanisme aliran
pertambahan kemampuan ekonom's, penghasilan yang diterima oleh wajib
pajak dapat dikategorikan ;atas empat {4 sumber vakni:

1) Penghasilan vang dité:ri.ma aten diperoleh dar pekerjaan berdasarkan
hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

2) Penghasilan dari usaha dan kegiazan

3) Penghasilan dari modal

¢ Penghasilan lain-lain, sepetii hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.

Menurut Sifatnya
Berdasarkan pembagiannygfa, pajek memponyat doa (2) sifat yaitu:

1. Pajak Langsung, adalah pa:;ah yang pambebanannya tidak dapat dilimpahkan
kepada pihak laia, tetapi éhams memadi beban langsung wajib pajak yang
bersangkutan. .

Contoh: Pajak Penghasilan;

2. Pajak Tidak Langsung, a.déffah Pajak vang berpangkal atau berdasarkan pada

objeknya, tanpa memmrha;ﬁkan keadaan dirl wajib pajaic

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



Menurut Pemugutannya

Pajak menurut pemun gutannﬁra terbagt dua {2) yaitu:

I. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemeriniah pusat dan digunakan
untuk membiayzi rumah tangga negara,

Contoh: Pajak Penglmsilaén., Pajak Periambahan Nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah, pajak bzméi dan dangunan dan Bea meierai.

2. Pajak Daerah adalah pﬁjak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah |
Contoh: Pajak reklame, p{.ﬁjak hiburan dan lain-lain.

2. Dasar Pengenaan Pajak
Yang dimaksud dengan ;dasar pengenaan pajak (DPP) adalah jumlah harga

jual atau penggantian atau nilai impor dan ekspor yang dikenakan untuk
menghitung pajak terutang,

Terdapat lima (5) hal vang ménjadi dasar dari pengenaan pajak, yakni:

a. Harga Jual adaleh nilai bémpa ueng, termasuk sermua biaya vang diminta atau
yang seharusnys diminta oleh penjual kerena penyerahan barang kena pajak,
tidak termasuk pajak yaﬁg dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan
potongan harga vang dica:?mumkma dalam fakiur pajak.

b. Penggantian adzalah nilai;berupsa Lang, termasuk semmuva biava yang diminta
atau yang seharusnya dfm;inta oeh pembern jasa karena penyerahan jasa kena
pajak.

c. tidak termasuk pajak yar;xg dipungut berdasarkan undang-undang PPN dan

potongan harga vang dicantumkan dudam {akiur pajak.
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d. Nilai Impor adalah Nilai berupa uvang vang menjadi dasar penghitungan bea
masuk ditambah pungut?n laimnya vang dikeluarkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan pabeanunruk impor barang kena pajak. Tidak
termasuk pajak vang djp@ gut menurut udang-undang PPN 1994,

e. Nilal Ekspor adalah ziiléi berupa uang, rerraasuk semua biaya diminta atau
yang seharusnyz diminta oleh eksportir .

f Nilai lain adalah nilai berupa vang vang digunakan sebagal dasar pengenaan
pajak bagi penyerahan barang kena pajak atau jasa kema pajak vyang

memenuhin kriteria terientu.

2.5 Pemungutan, Peznyctoraﬁ;i dan Pelaporae Pajak
1. Pemungutan
PPN yang terutang di;:éungut oleh orang pribadi atau badan yang bertempat

tinggal atau berkedudukan ndi Indonesia vang memanfaarkan barang kena pajak
tidak berwujud atau juzsa kena pajak dar luar pabean. Orang pribadi atau badan
vang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud atas jasa kena pajak dari
luar pabean. Harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) kepada kantor pelayanan pajak (KPP) yang
berwenang atas wilayah Eemp%zt tinggal atau tempat kedudukan cang pribadi atau
badan tersebut. Pemungutan p@jak mempunyal sistem pemungutan pajak yaitu:
a. Official Assessmen! System |

Adalah suatu sistem pemungutan pajak vang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) auntuk menentukan besarnva pajak terutang,
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Ciri-ciri Official Asscssment S vstens,
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
2) Wajib pajak bersifat pasif:
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem perumgwan pajak  yvang memberi  wewenang,
kepercayaan, tanggung jéwab kepada wajib pajek untuk  menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan meleporkan sendini besarnya pajak yang harus
dibayar.
c. Withholding System
Adalah suatu sistem pémungmzm pajak vang membert wewenang kepada
pihak ketiga untuk naemotoﬁxg atou memungut besamya pajak yang teruiang oleh
wajib pajak. |
2. Penyetoran
Pajak pertambahan nilai yang dipungai oleh orang pribadi atau badan yang
memanfaatkan barang kena: pajak tical berwujud atau jasa kena pajak dari luar
daerah pabean, harus disetorkan kekas Negara selambat-lambatnya pada tanggal
15 (lima belas)
bulan berkutnya seielah buélan terjadinya pemungutan. Tempat penyetoran yang
dimaksud adalah PT. Pos Inédoncsia atau bank-bank vang ditunjuk oleh Direktorat
Jenderal Anggaran sebagai bank persopsi.
Penyetoran yang -dﬂa}cukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas

nama wajib pajak luar negrii yang menverahkan barang kena pajak tidak berwujud
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atau jasa kena pajak dd[’l luar daerah pabean Surat setoran pajak tersebut
diperlakukan sebagai faktur%pajak sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam kepumsané Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-54/PJ/1994
tanggal 29 Desember 1994 dan PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut
dapat dikreditkan sebagal pa}gak masukan sesual dengan ketentuan vang berlaku.

3. Pelaporan .

Bagt Pengusaha Kemé Pajak, PPII vang telah dipungut dan disetor tersebut
harus ditaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN untuk masa pajak
terjadinya penyetoran. Dalém hal pembayaran PPN tersebut berkaiian dengan
kegiatan usaha yang ?:cmtangs;f PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan
yang dapat dikreditkan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
tersebut diperlakukan s;ebag%ai laporan permungutan pajak pertambahan nilal atas
pemanfaatan barang kena ﬁajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dan luar
pabean. |

Bagi orang pribadi atau badan yang bukan pengusaha kena pajak, wajlb
melaporkan pemungutan dan penyeioran pajak pertambahan nilat tersebut dengan
mempergunakan buka setorg;n ke kes Negara selambat-lambatnya pada tanggal 20
dari bulan penyetcran di!aié:ukan? kepada kantor pelayanan pajak iempat orang
pribadi atan badan tersebut téerdaﬁér szbagai wajtb pajak.

Mekanisme Pelaporan
Dalam memori penjcé[asan pasal 3 UU KUP di gariskan bahwa bagt PKP

fungsi surat pemb-m‘iwhuain adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan



memperianggung  jawabkan perbifumgan  jumlah PPN dan FPPnBM  vang

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai;

a. Pengkreditan pajek ma,sukz{m terhadap pajak kelvaran

b,

Pembayaran atau peianésan paiak vang telah di Iaksanakan sendiri oleh
pengusaha kene pajak atau melalui pihak lain dalam svatu masa pajak,
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan vang berlaku.

Bagi pemotong aiau peﬁnungm pajak, fungsi svrat pemberitahnan adalah
sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajakyang

di potong, dipungut dar disetorkanava.

2.6 Pajak Atas Kousumsi

Pajak atas konsumsi adalah Pajak vang Cdenakan atas pengeluaran yang

dityjukan untuk konsumsi. John F. Due dan Ann F. Friendlaender membedakan

pajak atas konsumsi menurut sudut pendskatannya menjadi dua yainy

a. Pendekatan Langsung atau pajak atas penpeluaran (expenditure tax), yaitu pajak

b.

yang berlaku bagi selurah pengelusran untuk konsumsi vang merupakan hasil
penjumiahan seluruh penghasilan difurangt pengeluaran untuk tabungan dan
pembelian aktiva. .

Pendekatan tidak Eangsm%ig atan pendekatan pejak komoditi, vaitu pajak
dikenakan atas penjualanékcmoaiéﬁ vang dipangut terhadap pengusaha yang
melakukan penjualan. Pajak ni kemudian dialihkan kepada pembeli selaku

pemikul beban pzjak.



Yang termasuk ke dalam ke%!cmp@k int antara lain adalab Pajak Penjualan, Pajak

Peredaran, PPN, Cukai.

2.7 Pengertian dan Fen1ungut PPN
1. Pengertian PPN :

PPN adalah pajak yaéng dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau
Jasa kena pajak di Pabean. C}mng pribadi, Perusabaan, manpun Pemerintah yang
mengkonsumsi barang kena mjak dikerakan PPN, Pada dasarnva, setiap barang
dan jasa adalah barang kenaé pajak. Tasii PPN adalah tunggal yaitu sebesar hal
ekspor, tarif PPN adalah O% vang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah
Republik Indonesia meliputi €viiayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.
‘2. Pemungut PPN

PPN vyang lebih xz;enumj akan  sebagal identitas dant swatu sistem
pemungutan pajak atas konsliimsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan
pajak atas nilal tambah ya?ng timbul pada barang atau jasa ftertentu yang
dikonsumsi. Namun seb&luné*l barang atau jasa tersebut sampai pada tingkat
konsumen, PPN sudah dikenézkan pada setizp angkat maia rantai jalur produksi
maupun jalur distribusi, Mes?kipun dermmlcan pemungutan secara bertingkat ini
tidak menimbulkan efek gandia (cascade effecr) karena adanya metode perolehan
kembali pajak vang ielah d;ibayar {kredit pajak) oleh pengusaha kema pajak
sehingga presentase beban pa_éiak yang dipikul oleh konsumen tetap sama dengan

tanf pajak yang berlaku.



Apabila Pengusaha Kc\fma Pajak melakukan penyerahan barang kena pajak
atau jasa kena pajak kepada permaumgut PPN, maka pemungut PPN fersebut
berkewajiban memungut, menyetor dan melzporkan pajak yang dipungutnya.

Yang dimaksud dengan pemungit PPN adalah orang pribadi, badan atau
instasi pemerintah yang dﬁunjak oleh menieri kenangan untuk memungut,
menyetor dan melaporkan pajak vang erutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas
penyerahan barang kena pajak atau jass kena pajak kepada orang pribadi, badan
atau instansi pemerintah térsebuﬁr. Proses penverahan vang dilakukan oleh
Pengusaha Kena Pajak dengan pemungut berbeda dengan proses penyerahan antar
pengusaha kena pajak Dalam relaksanakan tugasnya, pemungut pajak
melakukan pemungutan PPN dan PPaBiM buksnlah pada saat pemungut pajak
menyerahkan barang atau memberikan juse kiepada pihzk lain, tetapi jusau
pemungut pajak melakukan tugasnyz pade saat membeli barang atau menerima
Jjasa (Pemungui Pajak benindék sebagai pembeli}.

Yang menjadi objek pemungutan bagi pemungut PPN adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada Pensusaha Kena
Pajak selaku rekanan yang; melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa
kena pajak yang dilakukan daerah pabean

b. Pembayaran yang diiakukém oleh pemungut pajak kepada dagang eceran yang
menyerahkan barang kena pajak, kepada pengusaha kecil atau pengusaha yang
tidak memiliki Nomor Po%ok Wajih Pajak (WPWP) yang menyerahkan barang
kena pajak atau jasa kena gmjak didzerah Pabean kepada pemungut pajak vang

dilakukan berdasarkan Surat Pegjanjian K ontrak dan Puchase Order (PO).
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Dalam pengertian Surat Perjanjiar atau kontrak adalah Purchase Order
yang didahului d::ngzmsugtu penawaran atau lelang {fender). Untuk itu bagi
pengusaha kecil atau pengﬁsaha non NPWP tidak disyaratkan harus dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kcna.Pajak. Mamun demikian pengusaha tersebut dapat
membuat Faktur Pajak Séderh;-ma. Apabila penyerahan tidak didabului oleh
adanva kontrak atau surat perjanjian, maka penverahan tersebut tidak terutang
PPN, sehingga tidak perlu ﬂilakuk&m pemangutan oleh pemungut pajak. Apabila
terjadi kondisi dimana p%anyemhm] dilakukan antar pemungut PPN, maka
berkewajiban untuk memungut dan menveter PPN atau PPnBM vang terutang
adalah Pengusaha Kena Pz{iak vang menverahkan Barang kena pajak atau Jasa
Kena Pajak dengar cara sebagai berikut
a. Dalam hal bacan-badan tertentu menyerahkan barang kenz pajak atau jasa
kena pajak kepada badéﬂ«b&dﬂl’i lertentn, maka mekanisme pemungutan PPN
atau PPnBM yang terutang mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU PPN
1994, berdasarkan mekanisme ini, Badar-badan ierientu yang menerima
penverahan, mcmbayark;an harga jual atau penggantian beserta PPN/PPnBM
yang terutang kepada Badan-badan terientu yang melakukan penyerahan

b. Dalam hal Badan-badan tertentu menyerahkan barang kena pajak atau jasa
kena pajak kepada fnsta.nsé atau lembaga Pemernintah, maka vang
berkewajiban  untuk memungut PPN/PPnBM  yang terutang  adalah
Bendaharawan  dari Iﬁstansi:’L@mMgg& Pemerintah  atau  KPKN  selaku

pemungut pajak yang melakukan pembayaran,
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2.8 Kekurangan dap Kelebihan PPN

Dart beberapa kaxakten'stik PPN dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki
nbeberapa kelebihan, yang ;tidak dimuliki oleh pajak penjualan, sebagai suatu
sistem, ternyaia PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan.

a. Beberapa kelebihan PPN,

1) Mencegah terjadinya pe:}:genamm najak berganda.

2) Netral dalam ;yefdzxgau%gan dalam dan lpar negeri.

3) PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan
perolehan, sesuai cﬁengaﬁn tipe konsumsi (consumption type VA1) dan metode
pengurangan tidak Ié;ngsung (incirect  subtraction method). Dengan
demikian maka sangat membaniu hkuidiias perusahaan.

4} Ditinjau dari sumber ;é)@ndapamn Megara, PPN mendapat predikat sebagal
“money mker” kar{ma korsumer selaky penmkul beban pajak tidak
merasa dibebani oleh pajak sersebut sehingga memudabkan fiskus untuk
memunguinya.

b. Beberapa kelemahan P‘PNF.i

1) Biaya admimisirasi telatif tingg bila dibandingkan dengan pajak tidak
langsung lainrya, baik dipthak administrasi pajak maupun dipihak wajib
pajak. |

2) Menimbulkan dampek tegresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan
konsumen, semnakin ri%ngan beban pajak vang dipikul dan sebaliknya

semakin rendan fingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak



yvang dipikul. Dampék ini tmbal sebagal konsekuensi karakteristik PPN
sebagai pajak objektif,
3) PPN sangat rawan dafi upaya penyvelundupan pajalk.
Kerawanan ini ditim?aﬂkan sebagal akibat dari mekanisme pengkreditan
vang merupakan upaéya memperoleh kembali pajak vang dibavar oleh
pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur
administrasi fiskus.
4) Konsekuensi dari kelemahan ‘erssbut pada sub 33 PPN menuntut tingkat
pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.9 Prosedur Pajak Masukan
PPN vang diterima ;mempﬁkm hak Pengusaha Kena Pajak yang perlu
dikontrol dan dikeloia denga;m seksaraa terutama jika jumlah vang terlibat relatif
besar, seringkali yang menyéngkut dgengan arus kas (Casfz Flow) perusahaan yang
cukup berpengaruh. PPN ma;sukk:m hanya dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak jika memenuhi berbaggai persvarstan, salah satunya adalah bahwa PPN
masukan tersebut belum mélebihi 4 bulan sejak bulan penerbitan faktur pajak
terkait. Dalam hal PPN masukan telah memerpuhi syarat lain namun beflum di
kreditkan sebagai PPN m%&sukan dalam batas wakfu 3 bulan sejak bulan
penerbitannya.
Mengingai polensi kerugian afan beban vang mungkin dapat terjadi jika

terdapat kelalaran pengontrolan dan pengelolaan pajak masukan, umumnya PKP



mempertimbangkan untuk: setidaknyve menerapkan sistem pengontrolan PPN
masukan. Dalam hal ini tiap bulan sebelum peaghitugan PPN terhutang biasanya
Pengusaha Kena Pajak mémberla&:uk:m pemeriksaan atas seluruh faktur pajak

yang diterima, termasuk validitas, kelen gkapan dan batas walktu pengkreditannya.

2.10 Mekanisme ngkrediitau dan Pengkreditan Pajak Masukan
1. Mekanisme Pengkredjmgm terbagi atas:
Saat Pengkreditan. .
Adanya bukti bahwa dajam sistem PPN tidak mengandung pajak berganda yang
dikenakan berkali-kali dalaxén setfap kali dilakukan penyershan terlihat dengan
adanya mekanisme p@ngk:cd%tan pajak masukan terhadap pajak keluaran,

Pajak Masukan adal;ﬁhé PPN yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak
karena perolehan barang kena pajak atau penerimaan jasa kema pajak,

pemanfaatan barang kena pafak tidak berwujud dari luar pabean dan pemanfaatan

Jasa kena pajak dari juar daer%ah pabean atau barang kena pajak. Sedangkan Pajak
Keluaran adalah Pajak _pertaimbahan milai yang dipungut oleh pengusaha kena
pajak karena penyerahan b&r&ng kena paiak atau penyerahan jasa kena pajak. Saat
pengkreditan antara pajak ma:;ukan dengan pajak keloaran terjadi pada masa pajak
yang sama {bulan yang sama}.é
Tempat Pengkreditan Pa j.ak: Masukan

Pajak masukan vang dihéayar uniuk perolehan barang kena pajak atau Jasa
kena pajak dikreditkan den.ga;n pajak keluzran ditempat pengusaha kena pajak

dikukuhkan. Fakiur pajak yaﬁng menjadi dasar pengkreditan harus memenuhi
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ketentuan vang berlaku antara lain alamat pengusaha kena pajak yang tercantum

dalam faktur pajak harus sama dengan alamat pengusaha kena pajak vang

tercantum dalam surat kepumsan pengububan,

Direktorat jenderal pajak dapai meneniukan tempat lain, selain tempat
pengusaha kena pajak dikuk:uhkanw schagai tempat pengkreditan pajak masukan
atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, baik atas permchonan
tertulis dari pengusaha kena pajak matpun secara jabatan.

Pajak Masukan yang ticiak;dapat Gikredithan.

Didalam UU PPN %9‘;94 telah citegaskan adanya ketentuan atas pajak
masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah:

a. Perolehan bareng kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha
dikukuhnan sebagai pengﬁsaha kera najak.

b. Perolehan dan pemelibaraan kendarcan bermotor, sedan, jeep, station wagon,
van dan combi. |

¢. Perolehan barang kena pajak atau jesa kena pajak yang tidak mempunyai
hubungan iangsung dengén kegiatan usaha dan perolchan barang kena pajak
dan jasa kena pajak yang bukti pungutan pajaknya faktur pajak sederhana.

d. Pemanfaatan barang ken‘éa pajak tedek berwwjud atau pemanfaatan jasa kepa
pajak dart lvar daerah Epabean sedelum pengusaha dikukubkan sebagai
pengusaha kena pajak dan vang fakwr pajaknya tidak memenuhi ketentuan
tentang dokumen-dokumen tertertu vang diperlakukan sebagai faktur pajak

standar.



¢. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya
tidak dilaporkan dalam surat emberimahuan masa PPN, vang diternukan pada
waktu dilakukan pemeriksaan.

Pajak Masukan yang Dapat dikredithan,

Apabila terjadi pajak mz{suk:m lebih besar dart pada pajak kelvaran dalam
masa pajak vang sama, maka kelebihan masa pajak masukan fersebut dapat
dikompensasikan ke masa pajak benkutnva, atau dapat pula direstitusikan setelah
difakukan proses pemeriksaan. Ketentuan ini memungkinkan pengusaha kena
pajak untuk mengkreditkan ;;ajak masulien deagan pajak keluaran dalam masa
pajak yang tidak sama, yang disebabkan antara lain karena faktur pajak terlambat
diterima. Pengkreditan pajak zélasukan datam masa pajak yang tidak sama tersebut
hanya diperkenankan :;ipzfshu'iaE dijakukan tdak melampaui bulan ketiga setelah
berakhirnya tahun buku yang‘ bersangkutan. Dalam hal jangka waktu tersebut
telah dilampaui. Pengkreditaﬂ pajak masukan tersebut dapat dilakukan melalui
pembetulan  surat p@mberitjahuan masa  pajak  pertambahan  nilai  yang
bersangkutan. |

Dalam dunia usaha, se&‘irf;gkali ieradt adanya perubahan bentuk usaha atau
penggabungan usaha atau adanya pengalihan selurvh aktiva perusahaan yang
ditkuti dengan perubahan piha;k. yang berhak atas persedizan barang kena pajak.
Atas kejadian demikian, maka Epe::ﬂaku paiak masukannya sebagai berikut
a. Pajak masukan atas p@r&e&iiaan barang kena pajak yang dialibkan dan yang

tefah dikreditkan oleh Pengusaha Wena Pajak yang melakukan penggabungan

usaha atau oleh Pengusaba Keva Pajak vang mengalihkan seluruh aktiva



perusahaan, tetap dapeit dikreditkan dan idak harus dibayar kembali oleh
Pengusaha Kena Pajak tersebut.

b. Pajak masukan atas pefsediaan berang kena pajak vang dialihkan dan vang
belum dikreditkan oiehé pengusahe kena pajek lama, dapat dikreditkan oleh
Pengusaha Kena Pajalé barn, sepanjang faktur pajaknyva diterima setelah
terjadinya perubahan bc%muk wsaha atau penggabungan usaha atau pengalihan
seluruh aktiva perusahaan.

Pengkreditan Pajak Masu%kzm Pada Masa Pajak Berikutnya.

Pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dalam suatu masa
pajak dapat dilakvkan terh;;adap pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.,
namun terhadap pajak masﬁxkan vang dapat di kreditkan dengan pajak keluaran
pada masa pajak yang sauéfla, dapat i kreditkan pada masa pajak berikutnya
selambat-lambatnya pada Eulan ke tiga setelzh bemakhimya iahun buku yang
bersangkutan, sepanjang be}{um di bebankan sebagai biava dan belum dilakukan
pemeriksaan. |

Ketentuan ini mcn1ungkinkam pengusaha kena pajak untuk mengkreditkan
pajak masukan dan pajak E,eiuamm dzlam masa pajak vang tidak sama, yang
disebabkan antara lain I«:arenz;\ faktur pazak terlambat di terima. Pengkreditan pajak
masukan dalam masa pajak }%ang tidak sama tersebut hanya diperkenankan apabila
dilakukan tidak melampaui %bulzm ketiga setelah berakbirnya tahun buku vang
bersangkutan. Dalam hal jaﬁgka waki tersebut telah di lampauwi, pengkreditan
pajak masukan terscbut dapat dilakukan melalui pembetulan surat pemberitahuan

masa pajak pertambahan nilai yang becsangkutan. Kedva cara pengkreditan



tersebut hanya dapat dilakukan apabils pajak masukan yang bersangkutan belum

di bebankan sebagar biaya atau tidak di tambaikan (di kapitalisasikan) ke dalam

harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersangkutan, dan

terhadap pengusaha kena pajak belum dilakukan pemeriksaan.

2, Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

a. Prinsip dasar pengkreditan Pajak iMasukan

Sebagaimana diatur dal_am pasal & ULJ PPN 1984 prinsip dasar pengkreditan

pajak masukan dirinci secara garis besar sebagai berilut:

L.

Ul

Pajak masuian dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran
untuk masa pajak ya:?@g sama. (Pasal ¢ ayat (2)%

Dalam hal belum ada paiak keluaran suatu masa pajak, maka pajak
masukan tetap dapat g;:iﬂ:redx’tkam (Pasal 9 ayat (Za)).

Apabila daam suatn masa pajal, jumlah pajek keloaran lebih besar
daripada jumlah pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak
pertambahan nilal yax%lg wajibs dibavar olch pengusaha kena pajak. (Pasal 9
avat (3)).

Apabila dalam suatu masa pzisk. jumlash pajak masukan lebih besar
danpada jumizh pajz;sk keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan
pajak masukan yang ciapat diminta kembali atau dikompensastkan ke masa
pajak berikutnya {Paséai Oayaifd})

Pajak masukan yané dapat dikreditkan adalah pajak masukan untuk

perolehan barang kepa pajak atau jasa kena pajak vang berhubungan
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langsung dengan kegiaian usaha melakukan penyerahan kena pajak. (Pasal
9 avat 5 jo avat 8 hufuf b).

6. Meskipun herhwibungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan
penverahan jasa kena paak, dalam hal-hal tertentu tidak terfutup

kemungkinan pajak masukan terscbut tidak dapat dikreditkan. { Pasal 9

ayat (3) dan pasal 16B ayat (3}}.

2.11 Periakuan Wajib Pajak PPM.

PPN mempunyai dua {2) Perlakuan bagi Wajib Pajak yaknt:

a. PPN tidak dipungut vaitu bshwa atas pajak masukan yang berkaitan
Penyerahan Barang Ken;i Pajak atau Jasa kena Pajak tetap dapat dikreditkan,
dengan demikizn PPN teé"tap terutany akan tetapi tidak dipungut.

b. PPN yang dibebaskan yaiin mempuanyai akibat tidak adanya pajak keluaran,
schingga pajak masukan yang berkaitan dengan penverahan barang kena pajak
atau jasa kepna paiak y%ang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat

dikreditkan.



